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Praktikan melaksanakan Praktik Kerja Lapangan (PKL) di Kantor 
Walikota Administrasi Jakarta Timur selama empat puluh hari. Praktikan 
ditempatkan di Bagian Keuangan Sub Bagian Perbendaharaan dan  Tata Usaha 
Keuangan.  Di bagian tersebut, praktikan membuat Surat Permintaan Pembayaran 
(SPP), membuat Surat Perintah Membayar (SPM), membuat Register SPP, SPM, 
dan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), merekonsiliasi laporan keuangan 
semester I, dan merekonsiliasi belanja semester I. Setelah  melaksanakan PKL di 
Kantor Walikota Administrasi Jakarta Timur, praktikan dapat mengetahui alur 
kerja yang ada di Kantor Walikota Administrasi Jakarta Timur, praktikan dapat 
memahami cara menggunakan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah  
(SIPKD), dan praktikan mengasah keterampilan bekerja sehingga praktikan dapat 
mengatasi kendala-kendala terkait tugas yang diberikan. 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
A. Latar Belakang Praktik Kerja Lapangan 
Pendidikan memiliki peran yang sangat penting dalam membentuk 
keterampilan dan kecakapan seseorang untuk memasuki dunia kerja. 
Pendidikan yang dilakukan di perguruan tinggi masih terbatas pada pemberian 
teori dan praktek dalam skala kecil dengan intensitas yang terbatas, agar dapat 
memahami dan memecahkan setiap permasalahan yang muncul di dunia kerja, 
maka mahasiswa perlu melakukan kegiatan pelatihan kerja secara langsung di 
instansi atau lembaga yang relevan dengan program pendidikan yang diikuti, 
sehingga setelah lepas dari ikatan akademik di perguruan tinggi yang 
bersangkutan, mahasiswa bisa memanfaatkan ilmu dan pengalaman yang telah 
diperoleh selama masa pendidikan dan masa pelatihan kerja untuk 
melanjutkan konsentrasinya di dunia kerja yang sebenarnya. 
Menurut situs resmi Badan Pusat Statistik (BPS), tertulis bahwa 
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Indonesia per Februari 2019 adalah 
sebesar 5,01% atau sebanyak 6,82 juta orang. Untuk dapat terjun langsung di 
masyarakat tidak hanya dibutuhkan pendidikan formal yang tinggi dengan 
perolehan nilai yang memuaskan, namun diperlukan juga keterampilan (skill) 
dan pengalaman pendukung untuk lebih mengenali bidang pekerjaan sesuai 
dengan keahlian yang dimiliki. Seiring perkembangan zaman, teknologi dan 
ilmu pengetahuan menjadi sebuah keharusan untuk bisa bersaing dalam dunia 
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kerja dengan cara meningkatkan kualitas sumber daya yang memiliki kualitas 
ilmu pengetahuan dan keterampilan yang baik serta dapat menerapkannya 
dalam bidang yang ditekuni. Oleh karena itu, mahasiswa perlu terjun langsung 
untuk memahami setiap permasalahan yang muncul di dunia kerja. 
Program PKL ini sangat mendukung meningkatkan sumber daya 
manusia yang lebih berkualitas dan maju dengan diasahnya keterampilan 
mahasiswa dalam bekerja. Adanya PKL sangat membantu bagi mahasiswa, 
fakultas, dan instansi yang bersangkutan. PKL memberikan kesempatan 
kepada mahasiswa untuk terjun langsung ke dunia kerja yang sesungguhnya 
sehingga dapat memahami kegiatan kerja pada sebuah instansi atau 
perusahaan. Dengan melakukan PKL, mahasiswa dapat mengaplikasikan 
secara langsung ilmu yang didapat selama perkuliahan. Selain meningkatkan 
keterampilan dan keahlian, PKL juga menuntut rasa tanggung jawab terhadap 
pekerjaan yang diberikan sehingga akan tercipta tenaga kerja yang bermutu 
dan berkualitas. Mahasiswa juga dapat mengembangkan pola pikir, ide-ide 
serta wawasan baru dengan menghadapi kendala-kendala yang terjadi selama 
kegiatan PKL. 
PKL merupakan mata kuliah wajib bagi mahasiswa Fakultas Ekonomi 
Universitas Negeri Jakarta. PKL dilakukan dalam jangka waktu yang sudah 
ditetapkan oleh pihak universitas yaitu selama 40 hari kerja. Praktikan 
berkesempatan melakukan kegiatan PKL di Bagian Keuangan Kantor 
Walikota Administrasi Jakarta Timur yang merupakan Instansi Pemerintah 
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dibawah pimpinan Walikota, khususnya pada Sub Bagian Tata Usaha 
Keuangan dan Sub Bagian Perbendaharaan. 
B. Maksud dan Tujuan Praktik Kerja Lapangan 
Dalam melakukan PKL, adapun maksud dan tujuan PKL sebagai 
berikut. Maksud diadakannya PKL antara lain: 
1. Untuk memenuhi mata kuliah PKL sebanyak dua SKS dan sebagai salah 
satu persyaratan kelulusan. 
2. Untuk menambah wawasan lebih luas mengenai dunia kerja. 
3. Untuk mempelajari ilmu akuntansi secara lebih spesifik dengan bidang 
pekerjaan tertentu di instansi terkait. 
4. Untuk melakukan praktik kerja sesuai dengan latar belakang pendidikan di 
bidang akuntansi. 
5. Untuk mengasah kemampuan bekerja di bidang akuntansi secara mendalam 
di dunia kerja yang sebenarnya. 
Tujuan diadakannya PKL antara lain: 
1. Untuk memperoleh pengalaman, pengetahuan, kemampuan, keterampilan 
dan pemahaman yang tidak didapatkan dalam bentuk materi perkuliahan. 
2. Untuk memperluas pemahaman ilmu akuntansi praktikan pada instansi 
terkait. 
3. Untuk meningkatkan rasa tanggung jawab atas pekerjaan yang diberikan. 
4. Untuk memahami sistem kerja yang digunakan di tempat praktikan 
melaksanakan PKL. 
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C. Kegunaan Praktik Kerja Lapangan 
Selama menjalankan kegiatan PKL, terdapat beberapa kegunaan atau 
manfaat bagi praktikan sebagai mahasiswa, Fakultas Ekonomi Universitas 
Negeri Jakarta sebagai tempat praktikan mempelajari bidang akuntansi, dan 
Kantor Walikota Administrasi Jakarta Timur sebagai tempat praktikan 
melaksanakan kegiatan PKL. Berikut kegunaan dari PKL: 
1. Bagi Praktikan : 
a. Praktikan dapat menerapkan dan mengaplikasikan secara langsung ilmu 
pengetahuan yang sudah praktikan dapatkan selama perkuliahan; 
b. Menambah wawasan praktikan mengenai dunia kerja yang 
sesungguhnya; 
c. Praktikan mendapat pengetahuan yang tidak didapatkan dalam bentuk 
materi perkuliahan; 
d. Mengetahui proses-proses kerja yang terdapat di tempat praktikan 
melakukan PKL; 
e. Meningkatkan keterampilan dan keahlian praktikan dalam bekerja. 
2. Bagi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta : 
a. Membangun kerja sama antara dunia pendidikan dengan instansi 
sehingga universitas lebih dikenal; 
b. Mempersiapkan lulusan yang berpengalaman di dunia kerja; 
c. Meningkatkan kualitas lulusannya melalui kegiatan PKL. 
3. Bagi Kantor Walikota Administrasi Jakarta Timur : 
a. Menjadi sarana kerja sama yang baik antara pihak Fakultas Ekonomi 
Universitas Negeri Jakarta dengan Instansi; 
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b. Pekerjaan karyawan lebih terbantu dengan adanya mahasiswa yang 
melakukan kegiatan PKL. 
D. Tempat Praktik Kerja Lapangan 
Berikut tempat praktikan melaksanakan kegiatan Praktik Kerja 
Lapangan yang bergerak di bagian keuangan, Sub Bagian Perbendaharaan dan 
Tata Usaha Keuangan Walikota Administrasi Jakarta Timur: 
jenis lembaga  : Instansi Pemerintah 
nama instansi  : Kantor Walikota Administrasi Jakarta Timur 
alamat : Jl. Dr. Sumarno Pulogebang – Cakung Jakarta 
13950 
telepon  : (021) 48702407 
faksimile  : (021) 48702159  
email   : walikotajakartatimur@yahoo.co.id 
website  : timur.jakarta.go.id 
bagian tempat PKL    : Bagian Keuangan, Sub Bagian Perbendaharaan 
dan Tata Usaha Keuangan 
Alasan praktikan memilih tempat PKL di Kantor Walikota 
Administrasi Jakarta Timur adalah karena Kantor Walikota Administrasi 
Jakarta Timur merupakan salah satu bagian penting dalam susunan 
Pemerintahan Kota Jakarta. Kantor Walikota Administrasi Jakarta Timur 
merupakan Instansi Pemerintah. Praktikan tertarik untuk mengetahui kegiatan 
kerja di Instansi Pemerintahan, sehingga praktikan memilih tempat PKL 
tersebut. 
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E. Jadwal Waktu Praktik Kerja Lapangan 
Praktikan melakukan PKL selama empat puluh hari kerja, dari 8 Juli 
2019 sampai dengan 30 Agustus 2019. Terdapat tiga tahapan yang dilalui oleh 
praktikan dalam PKL, antara lain : 
1. Tahap Persiapan 
Praktikan membuat surat keterangan terdahulu di website Biro 
Akademik Kemahasiswaan dan Hubungan Masyarakat (BAKHUM) yaitu 
Surat PKL Mandiri yang ditujukan kepada Kantor Walikota Administrasi 
Jakarta Timur. Setelah BAKHUM selesai membuat Surat PKL Mandiri, 
praktikan mengajukan surat tersebut kepada Bagian Keuangan Kantor 
Walikota Administrasi Jakarta Timur. Kemudian pihak Bagian Keuangan 
Kantor Walikota Administrasi Jakarta Timur membuat Surat Persetujuan 
yang menyetujui permintaan praktikan melaksanakan PKL selama 40 hari 
kerja. 
2. Tahap Pelaksanaan 
Praktikan memulai PKL sesuai tanggal yang sudah disepakati yaitu 
tanggal 8 Juli 2019. Jadwal PKL dilakukan dari hari Senin sampai Jum’at 
dengan jam kerja dimulai pada pukul 07.30 sampai dengan pukul 16.00, 
kecuali untuk hari Jum’at jam kerja berakhir pada pukul 16.30. 
3. Tahap Pelaporan 
Praktikan mempunyai kewajiban menuliskan laporan mengenai 
kegiatan yang dilaksanakan di tempat praktikan melakukan PKL. 
Praktikan menyusun laporan PKL berdasarkan kegiatan yang dilakukan 
praktikan selama PKL. Praktikan sudah menyusun laporan dari bulan 
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Agustus hingga selesai. Praktikan dibantu oleh pegawai bagian keuangan 
untuk menjelaskan secara spesifik mengenai pekerjaan yang dilaksanakan. 
Selain itu, praktikan dibimbing oleh dosen pembimbing untuk menyusun 
laporan PKL. 
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BAB II 
TINJAUAN UMUM TEMPAT PKL 
A. Sejarah Perusahaan 
1. Sejarah 
Pada bulan Agustus 1966 di DKI Jakarta dibentuk beberapa “Kota 
Administrasi”. Berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Propinsi DKI 
Jakarta Nomor IB.3/I/I/66 Tahun 1966 tentang Pembentukan Kota 
Administratip, Ketjamatan dan Kelurahan Dalam Wilajah Daerah Chusus 
Ibukota Djakarta ditetapkan lima wilayah kota Administratif di DKI 
Jakarta, yaitu: Jakarta Pusat, Jakarta Timur, Jakarta Barat, Jakarta Selatan 
dan Jakarta Utara, yang dilengkapi dengan 22 Kecamatan dan 204 
Kelurahan. 
Setelah Pelantikan Walikota dan Wakil-wakilnya berdasarkan Surat 
Keputusan Gubernur DKI Jakarta No. IB/3/1/2/1966 tanggal 22 Agustus 
1966, maka Gubernur DKI Jakarta dalam Lembaran Daerah No. 5/1966 
menetapkan lima kota Administrasi lengkap dengan wilayah dan batasnya 
masing-masing terhitung mulai 1 September 1966. Walikota Jakarta Timur 
yang pertama kali menjabat adalah Alamsudin dengan masa jabatan 1966 
hingga 1971. 
Wilayah Kota Administrasi Jakarta Timur memiliki perbatasan 
sebelah utara dengan Kota Administrasi Jakarta Utara dan Jakarta Pusat, 
sebelah timur dengan Kota Bekasi (Provinsi Jawa Barat), sebelah selatan 
9 
 
 
Kabupaten Bogor (Provinsi Jawa Barat) dan sebelah barat dengan Kota 
Administrasi Jakarta Selatan. 
 Pemerintahan Kota Administrasi Jakarta Timur dibagi ke dalam 10 
Kecamatan, yaitu Kecamatan Pasar Rebo, Ciracas, Cipayung, Makasar, 
Kramatjati, Jatinegara, Duren Sawit, Cakung, Pulogadung dan Matraman. 
Adapun jumlah kelurahan di Kota Administrasi Jakarta Timur sebanyak 
65 kelurahan. 
 Secara demografis, Kota Administrasi Jakarta Timur merupakan 
kota yang paling luas di antara kota-kota lainnya di wilayah Provinsi DKI 
Jakarta. Kota Administrasi Jakarta Timur juga memiliki jumlah penduduk 
yang paling banyak. 
Lokasi Kantor Walikota Administrasi Jakarta Timur sebelumnya 
terletak di daerah kecamatan Jatinegara hingga akhir tahun 1990. 
Kemudian di tahun 1992, Kantor Walikota Administrasi Jakarta Timur 
berpindah alamat ke Jl. Dr. Sumarno, Pulogebang, Cakung. 
2. Visi dan Misi 
Berdasarkan tugas Pokok dan Fungsinya dalam melaksankan tugas 
umum pemerintahan yang dilimpahkan dari Gubernur, telah ditetapkan 
rumusan Visi Kota Administrasi Jakarta Timur untuk diangkat dalam 
Renstra Kota Administrasi Jakarta Timur Tahun 2013-2017. 
Visi yang ditetapkan tersebut merupakan arah kebijakan dalam 
penyusunan program dan kegiatan strategi sesuai kondisi obyektif dalam 
lima tahun kedepan, yaitu: “Terwujudnya Kota Administrasi Jakarta 
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Timur yang berorientasi kepada pelayanan publik menuju kota 
berekonomi modern.” 
Visi Kota Administrasi Jakarta Timur tersebut diarahkan untuk 
membawa kota Administrasi Jakarta Timur menjadi perangkat daerah 
yang dapat melaksanakan tugas dan fungsinya secara profesional, 
transparan, akuntabel. 
Selain visi Kota Administrasi Jakarta Timur memiliki misi-misi 
sebagai berikut : 
a. Mewujudkan Jakarta Timur  sebagai kota modern yang tertata serta 
konsisten dengan recana tata ruang wilayah.  
b. Menjadikan Jakarta sebagai Ibu Kota yang  bebas dari masalah-
masalah menahun seperti macet, banjir, pemukiman kumuh, sampah 
dan lain-lain. 
c. Membangun Budaya masyarakat  perkotaan  yang toleraan, tetapi juga 
sekaligus  memiliki kesadaran dalamn memelihara kota 
d. Membangun Pemerintahan Yang Bersih dan Transparan serta  
beriorintasi pada pelayanan publik. 
B. Struktur Organisasi 
Struktur organisasi merupakan susunan yang menghubungkan antar 
tiap bagian yang ada pada sebuah instansi ataupun perusahaan yang membagi 
tugas pada setiap bagiannya. Struktur organisasi dibuat untuk mengaitkan 
seluruh sistem dan alur kerja sehingga dapat membuahkan hasil pekerjaan 
yang baik. 
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Berdasarkan Peraturan Gubernur No. 286 Tahun 2016 Tentang 
Organisasi dan Tata Kerja Kota Administrasi, Kota Administrasi Jakarta 
Timur merupakan unsur pelaksana tugas pemerintah daerah di wilayah kota 
administrasi. Berikut adalah susunan organisasi Kota Administrasi Jakarta 
Timur: 
1. Walikota 
2. Wakil Walikota 
3. Sekretariat Kota, terdiri dari: 
a. Asisten Pemerintahan, terdiri dari: 
1) Bagian Tata Pemerintahan, terdiri dari: 
a) Sub Bagian Bina Pemerintahan; 
b) Sub Bagian Tata Praja; 
c) Sub Bagian Administrasi Pemerintahan. 
2) Bagian Hukum, terdiri dari: 
a) Sub Bagian Pelayanan Hukum; 
b) Sub Bagian Bantuan Hukum; 
c) Sub Bagian Publikasi Hukum dan HAM. 
3) Bagian Kepegawaian, Tata Laksana dan Pelayanan Publik, terdiri 
dari: 
a) Sub Bagian Kepegawaian; 
b) Sub Bagian Tata Laksana; 
c) Sub Bagian Pelayanan Publik. 
b. Asisten Perekonomian dan Pembangunan, terdiri dari: 
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1) Bagian Perekonomian, terdiri dari: 
a) Sub Bagian Kepariwisataan dan Ketenagakerjaan; 
b) Sub Bagian Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, 
Perdagangan serta Ketahanan Pangan; 
c) Sub Bagian Perhubugan serta Perindustrian dan Energi. 
2) Bagian Penataan Kota dan Lingkungan Hidup, terdiri dari: 
a) Sub Bagian Sarana dan Prasarana Kota; 
b) Sub Bagian Tata Ruang dan Pertahanan; 
c) Sub Bagian Lingkungan Hidup dan Kebersihan. 
c. Asisten Administrasi dan Kesejahteraan Rakyat, terdiri dari: 
1) Bagian Umum dan Protokol, terdiri dari: 
a) Sub Bagian Tata Usaha; 
b) Sub Bagian Rumah Tangga; 
c) Sub Bagian Protokol. 
2) Bagian Keuangan, terdiri dari: 
a) Sub Bagian Perencanaan dan Anggaran; 
b) Sub Bagian Tata Usaha Keuangan; 
c) Sub Bagian Pembendaharaan. 
3) Bagian Kesejahteraan Rakyat, terdiri dari: 
a) Sub Bagian Sosial, Pemuda, dan Olahraga; 
b) Sub Bagian Pendidikan, Mental, Spiritual, Perpustakan dan 
Arsip; 
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c) Sub Bagian Kesehatan, Pemberdayaan, Perlindungan Anak 
dan Pengendalian Penduduk. 
 
Gambar II. 1 
Struktur Organisasi Sekretariat Kota Administrasi Jakarta Timur 
Sumber : Peraturan Gubernur No. 286 Tahun 2016 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kota 
Administrasi 
C. Kegiatan Umum Perusahaan 
Berdasarkan Peraturan Gubernur No. 286 Tahun 2016, Kota 
Administrasi berkedudukan sebagai unsur pembantu Gubernur dalam 
menyelenggarakan sebagian urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh 
Camat dan Lurah serta mengoordinasikan, memantau dan mengawasi 
operasional penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah di wilayah Kota 
Administrasi. Kota Administrasi dipimpin oleh Walikota yang berkedudukan 
dibawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah. 
Walikota dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh seorang Wakil Walikota 
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yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Walikota. 
Walikota dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dikoordinasikan oleh 
Asisten Pemerintahan Sekretaris Daerah. 
Kota Administrasi mempunyai tugas membantu Gubernur dalam 
menyelenggarakan urusan pemerintahan umum di wilayahnya, 
mengoordinasikan pelaksanaan tugas perangkat di wilayahnya, membina 
kecamatan dan kelurahan serta melaksanakan tugas lain yang diperintahkan 
Gubernur. Berdasarkan Peraturan Gubernur No. 286 Tahun 2016, Kota 
Administrasi menyelenggarakan fungsi : 
1. Penyusunan rencana strategis dan rencana kerja dan anggaran Kota 
Administrasi; 
2. Pelaksanaan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran Kota 
Administrasi; 
3. Penetapan keputusan taktis operasional pelaksanaan tugas pemerintahan di 
wilayah Kota Administrasi; 
4. Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum di wilayahnya; 
5. Pelaksanaan pemberdayaan kelembagaan masyarakat di wilayahnya; 
6. Upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum; 
7. Pengoordinasian penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan 
Peraturan Gubernur; 
8. Pengoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum; 
9. Pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan 
oleh Perangkat Daerah di tingkat kota administrasi; 
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10. Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan Kecamatan dan 
Kelurahan; 
11. Pelaksanaan semua urusan pemerintahan yang bukan merupakan 
kewenangan Daerah dan tidak dilaksanakan oleh Instansi Vertikal; 
12. Pemantauan dan pemetaan situasi dan kondisi wilayah Kota Administrasi; 
13. Pelaksanaan dan fasilitasi forum koordinasi pimpinan daerah tingkat 
wilayah Kota Administrasi; 
14. Pelaksanaan koordinasi dengan Dewan Kota; 
15. Pengelolaan kepegawaian, keuangan, dan barang Kota Administrasi; 
16. Pengelolaan ketatausahaan dan kerumahtanggaan Kota Administrasi; 
17. Pengelolaan kearsipan, data, dan informasi Kota Administrasi; 
18. Pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi Kota 
Administrasi. 
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BAB III 
PELAKSANAAN PRAKTIK KERJA LAPANGAN 
A. Bidang Kerja 
Selama melakukan PKL di Kantor Walikota Administrasi Jakarta 
Timur, praktikan ditempatkan di Bagian Keuangan pada Sub Bagian 
Perbendaharaan dan Sub Bagian Tata Usaha Keuangan. Bagian Keuangan 
bertugas melaksanakan pengelolaan keuangan Kota Administrasi dari mulai 
perencanaan anggaran hingga pertanggungjawaban. 
Sub Bagian Perbendaharaan mempunyai tugas : 
1. Menyusun bahan rencana strategis dan rencana kerja dan anggaran Kota 
Administrasi sesuai dengan lingkup tugasnya; 
2. Melaksanakan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran Kota 
Administrasi sesuai dengan lingkup tugasnya; 
3. Menerima, meneliti dan memproses pengajuan penerbitan/pencetakan 
Surat Perintah Membayar (SPM); 
4. Meneliti dan memproses Surat Permintaan Pembayaran (SPP) yang 
diajukan Bendahara; 
5. Meneliti kelengkapan persyaratan dan memproses tagihan belanja Kota 
Administrasi; 
6. Mengelola belanja pegawai Kota Administrasi; 
7. Mengoordinasikan dan memberikan bimbingan serta konsultasi teknis 
terhadap Bendahara; 
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8. Melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas Subbagian 
Perbendaharaan. 
Sub Bagian Tata Usaha Keuangan mempunyai tugas : 
1. Menyusun bahan rencana strategis dan rencana kerja dan anggaran Kota 
Administrasi sesuai dengan lingkup tugasnya; 
2. Melaksanakan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran Kota 
Administrasi sesuai dengan lingkup tugasnya; 
3. Melaksanakan kegiatan penatausahaan keuangan Kota Administrasi; 
4. Menghimpun dan menyusun bahan pertanggungjawaban keuangan Kota 
Administrasi; 
5. Menghimpun bahan dan menyusun laporan keuangan (realisasi anggaran, 
neraca dan catatan atas laporan keuangan) Kota Administrasi; 
6. Melaksanakan evaluasi nilai dan manfaat aset Kota Administrasi; 
7. Membukukan dan menyusun akuntansi aset Kota Administrasi; 
8. Melaksanakan penelitian/ pengujian dan pengesahan pertanggung-jawaban 
keuangan Kota Administrasi; 
9. Memberikan bimbingan dan konsultasi teknis penyusunan bahan 
pertanggungjawaban dan laporan keuangan (realisasi anggaran, neraca dan 
catatan atas laporan keuangan) terhadap Unit Kerja Kota Administrasi; 
10. Menyimpan, memelihara dan menyajikan dokumen pertanggung-jawaban 
keuangan Kota Administrasi; 
11. Melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas Subbagian 
Tata Usaha Keuangan. 
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Dalam pelasanaan PKL, praktikan dibimbing untuk meningkatkan 
keterampilan dan pengetahuan mengenai keuangan dan akuntansi sehingga 
praktikan dapat melaksanakan pekerjaan dengan baik dengan adanya arahan 
yang diberikan. Praktikan diberikan tanggung jawab untuk mengerjakan 
beberapa pekerjaan sebagai berikut : 
1. Membuat Surat Permintaan Pembayaran – Langsung (SPP – LS); 
2. Membuat Surat Perintah Membayar – Langsung (SPM – LS); 
3. Membuat Register Surat Permintaan Pembayaran (SPP), Surat Perintah 
Membayar (SPM) dan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D); 
4. Rekonsiliasi Laporan Keuangan Semester I; 
5. Rekonsiliasi Belanja Semester I. 
B. Pelaksanaan Kerja 
1. Membuat Surat Permintaan Pembayaran – Langsung (SPP – LS) 
Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan 
Anggaran (DPA) adalah dasar pembuatan Surat Penyediaan Dana (SPD) 
yang merupakan dokumen yang menyatakan tersedianya dana untuk 
melaksanakan kegiatan dan sebagai dasar penerbitan SPP. SPP dibuat 
berdasarkan ringkasan kontrak suatu kegiatan yang berasal dari bagian-
bagian pada Sekretariat Kota Administrasi Jakarta Timur yang 
membutuhkan pembayaran atas suatu kegiatan yang berdasarkan SPD. 
Surat Permintaan Pembayaran (SPP) adalah adalah dokumen yang 
dibuat/diterbitkan oleh pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan 
kegiatan. SPP terdiri dari SPP Langsung (SPP LS), SPP Uang Persediaan 
(SPP UP), SPP Ganti Uang (SPP GU) dan SPP Tambahan Uang (SPP 
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TU). SPP yang praktikan buat adalah SPP LS, SPP LS dokumen yang 
diajukan oleh bendahara pengeluaran pembantu untuk permintaan 
pembayaran langsung kepada pihak ketiga atas dasar perjanjian kontrak 
kerja atau surat perintah kerja lainnya dan pembayaran gaji dengan 
jumlah, penerima, peruntukan dan waktu pembayaran tertentu yang 
dokumennya disiapkan oleh Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK). 
SPP LS terbagi menjadi dua, yaitu : 
a. Belanja Langsung (BL) yang terbagi lagi menjadi : 
1) Pihak Ketiga; 
2) Telepon, Air, Listrik, dan Internet (TALI); 
3) Gaji Pekerja Harian Lepas (PHL). 
b. Belanja Tidak Langsung (BTL) 
1) Gaji Karyawan Sekretariat Kota Administrasi Jakarta Timur 
Praktikan diberi tanggung jawab dalam menerbitkan SPP Langsung 
(Belanja Langsung) (SPP LS (BL)). Berikut adalah langkah-langkah 
pembuatan SPP LS (BL) melalui Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan 
Daerah (SIPKD): (Lampiran 6, halaman 42) 
a. Praktikan memulai dengan membuka website SIPKD SPP 
(https://sipkddki.jakarta.go.id/SPP); 
b. Lalu log in dengan username SPP dan password milik SKPD Walikota 
Administrasi Jakarta Timur;  
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c. Untuk membuat SPP pertama-tama harus membuat kontrak terlebih 
dahulu, maka praktikan mengklik menu “SPP”, kemudian pilih “SPP 
LS”, dan pilih “Kontrak”;  
d. Untuk membuat kontrak baru, praktikan mengklik “Tambah” untuk 
mengisi formulir kontrak baru;  
e. Lalu praktikan mengisi formulir kontrak dengan data yang berdasarkan 
dari berkas yang diajukan, seperti kwitansi, rincian tagihan, fotocopy 
Surat Penyediaan Dana (SPD), Nota Dinas Kepala Bagian, dan 
fotocopy Dokumen Pelaksanaan Aggaran (DPA);  
f. Jika data sudah dimasukkan dengan benar dan lengkap sesuai berkas 
yang ada, kemudian klik “Simpan”; 
g. Setelah Kontrak SPP selesai dimasukkan datanya dan disimpan, 
kemudian dilanjutkan dengan membuat Berita Acara Serah Terima 
(BAST) yang tujuannya untuk melengkapi syarat-syarat kelengkapan 
pencairan anggaran; 
h. Dimulai kembali dari beranda website SIPKD SPP, kemudian pilih 
menu “SPP”, lalu klik “SPP LS”, dan pilih “Berita Acara Serah 
Terima”;  
i. Kemudian praktikan mengklik “Tambah Data”, lalu isi formulir BAST 
dengan memilih kontrak SPP yang sudah dibuat sebelumnya, setelah 
dipilih maka formulir akan otomatis terisi berdasarkan data kontrak SPP 
yang sudah dipilih, kemudian disimpan;  
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j. Setelah BAST selesai dimasukkan datanya, dilanjutkan dengan mengisi 
formulir Belanja Langsung (LS); 
k. Dengan langkah yang sama seperti poin (i), namun setelah memilih 
“SPP LS”, dilanjutkan dengan mengklik “BL”;  
l. Kemudian praktikan mengisi formulir BL dengan memilih data BAST 
yang sudah dibuat sebelumnya, kemudian setelah selesai mengisi form, 
klik “Cetak SPP” kemudian data SPP di simpan sebagai file PDF di 
folder yang dibuat sesuai kategori kegiatan di bulan tersebut;  
Setelah SPP dibuat oleh praktikan, kemudian dilanjutkan dengan 
membuat SPM berdasarkan data SPP terkait. 
2. Membuat Surat Perintah Membayar – Langsung (SPM – LS) 
SPM adalah dokumen yang diterbitkan/digunakan oleh pejabat 
Pengguna Anggaran atau Kuasa Pengguna Anggaran (PA/KPA) sebagai 
dasar untuk penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) atas beban 
pengeluaran Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD (DPA – SKPD). 
SPM diterbitkan setelah SPP bersangkutan dinyatakan lengkap dan sah. 
SPM dibuat berdasarkan berkas SPP yang sudah dibuat sebelumnya oleh 
praktikan. 
Berikut adalah cara langkah-langkah pembuatan SPM melalui 
SIPKD : (Lampiran 7, halaman 46) 
a. Praktikan memulai dengan membuka website SIPKD 
(https://sipkddki.jakarta.go.id/SPM); 
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b. Lalu praktikan log in dengan username dan password milik SKPD 
Walikota Administrasi Jakarta Timur; 
c. Kemudian praktikan memilih menu “SPM”, lalu “SPM LS”, dan pilih 
“BL”;  
d. Setelah itu akan muncul daftar SPP yang sudah dibuat sebelumnya, 
kemudian di bagian kanan dari data SPP pada daftar tersebut terdapat 
pilihan “Entry SPM”, kemudian praktikan mengklik “Entry SPM” 
karena akan membuat SPM dari data SPP tersebut;  
e. Lalu formulir SPM akan terisi secara otomatis berdasarkan data SPP 
yang dipilih sebelumnya, kemudian praktikan memeriksa terlebih 
dahulu sebelum menyimpan data SPM tersebut;  
f. Setelah yakin akan kebenaran datanya, praktikan mengklik “Simpan” 
untuk menyimpan datanya; 
g. Kemudian pilih menu “Cetak SPM” kemudian beri tanda centang pada 
data SPM yang akan dicetak, kemudian pilih “Proses Cetak” lalu di 
simpan sebagai file PDF di folder yang dibuat sesuai kategori kegiatan 
di bulan tersebut; 
Berkas SPP dan SPM yang sudah praktikan buat kemudian dicetak 
kemudian disampaikan ke Suku Badan Pengelola Keuangan Daerah 
(SBPK) untuk dijadikan sebagai dasar pembuatan SP2D oleh SBPK. 
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3. Membuat Register Surat Permintaan Pembayaran (SPP), Surat 
Perintah Membayar (SPM) dan Surat Perintah Pencairan Dana 
(SP2D) 
Register SPP, SPM, dan SP2D dibuat sebagai bukti bahwa SPP, 
SPM, dan SP2D sudah terproses. Setiap kegiatan memiliki masing-masing 
satu SPP, SPM, dan SP2D yang digunakan sebagai dasar pembuatan 
register ini. Pada setiap berkas, terdapat komponen-komponen seperti 
nomor surat, tanggal disetujuinya surat tersebut, jenis kegiatan, dan jumlah 
dana yang terpakai untuk pelaksaan kegiatan yang pastinya berbeda-beda, 
sehingga diperlukannya register ini untuk mengetahui alur penerbitan SPP, 
SPM, dan SP2D berdasarkan jenis kegiatannya. 
Berikut adalah langkah-langkah pembuatan register SPP, SPM, dan 
SP2D yang dilakukan oleh praktikan : (Lampiran 8, halaman 47) 
a. Untuk membuat register, diperlukan berkas-berkas SPP, SPM dan 
SP2D yang sudah terproses dan sudah disatukan sesuai dengan jenis 
kegiatannya; 
b. Pada kolom pertama, praktikan memasukkan No. SPP, tanggal disetujui 
SPP tersebut, nilai SPP, dan keterangan kegiatan dari berkas SPP ke 
dalam tabel yang sudah disediakan; 
c. Kemudian pada kolom kedua, praktikan memasukkan No. SPM, 
tanggal disetujui SPM tersebut, nilai SPM, dan keterangan kegiatan dari 
berkas SPM ke dalam tabel yang sudah disediakan; 
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d. Lalu pada kolom ketiga, praktikan memasukkan No. SP2D, tanggal 
disetujui SP2D tersebut, nilai SP2D, dan keterangan kegiatan dari 
berkas SP2D ke dalam tabel yang sudah disediakan.  
Setelah Register SPP, SPM, dan SP2D selesai dibuat kemudian 
disimpan dalam folder dan kemudian akan digunakan sebagai bukti dan 
dokumen pendukung bahwa SPP, SPM, dan SP2D telah terproses. 
4. Rekonsiliasi Laporan Keuangan Semester I 
Dalam rangka penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi 
DKI Jakarta per 30 Juni 2019, terdapat salah satu prosedur yaitu 
dilaksanakannya Rekonsiliasi Laporan Keuangan Semester I. Rekonsiliasi 
adalah proses dimana praktikan merinci adanya perbedaan antara catatan 
transaksi yang tercatat pada sistem dengan catatan yang dimiliki oleh Unit 
Kerja Perangkat Daerah (UKPD) atau Satuan Kerja Perangkat Daerah 
(SKPD) yang akan digunakan sebagai dasar penyusunan Laporan 
Keuangan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta per 30 Juni 2019. 
Berikut adalah prosedur pengerjaan yang dilakukan oleh praktikan : 
(Lampiran 9, halaman 48) 
a. Praktikan memeriksa terlebih dahulu kelengkapan berkas kecamatan 
dan kelurahan yang diberikan oleh pihak koordinator kecamatan, 
sebagai berikut : 
1) Rekap Beban per 30 Juni 2019; 
2) Rekap Pendapatan LO per 30 Juni 2019; 
3) Rekap Mutasi RK PPKD per 30 Juni 2019; 
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4) Rekap Koreksi Ekuitas per 30 Juni 2019; 
5) Berita Acara Rekonsiliasi Belanja per 30 Juni 2019; 
6) Neraca per 30 Juni 2019; 
7) Laporan Operasional untuk Periode yang Berakhir pada 30 Juni 
2019; 
8) Laporan Realisasi Anggaran Periode Tahun Anggaran Periode 
2019; 
9) Laporan Perubahan Ekuitas per 30 Juni 2019; 
10) Rekap Mutasi Aset per 30 Juni 2019. 
b. Setelah berkas diperiksa kelengkapannya dan sudah lengkap berkasnya, 
kemudian dilanjutkan dengan menyocokkan data per data nya; 
c. Dimulai dari mengecek kesesuaian nilai di Rekapitulasi Beban, Laporan 
Operasional, Laporan Realisasi Anggaran (LRA), dan Neraca dengan 
nilai di Berita Acara; 
d. Lalu praktikan mengecek keseuaian nilai Laporan Perubahan Ekuitas 
(LPE) dan Mutasi RK PPKD dengan yang tertulis di Berita Acara;  
e. Dan dilanjutkan dengan mengecek kesesuaian saldo aset, kewajiban dan 
ekuitas di Neraca dengan saldo aset di Berita Acara;  
Setelah semua data yang dicocokkan telah terbukti sesuai, maka 
akan dilanjutkan ke SBPK untuk disahkan dengan menandatangani Berita 
Acara. 
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5. Rekonsiliasi Belanja Semester I 
Tujuan dilaksanakannya rekonsiliasi adalah untuk mendapatkan data 
valid terkait kas dan belanja untuk periode yang berakhir 30 Juni 2019. 
Dari hasil rekonsiliasi tersebut didapatkan data valid tertuang dalam 
bentuk Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Neraca, Laporan Operasional 
(LO), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), serta Berita Acara Rekonsiliasi 
yang akan dijadikan sebagai acuan dalam penyusunan Laporan Keuangan. 
Berikut adalah langkah-langkah pelaksanaan Rekonsiliasi Belanja 
Semester I : (Lampiran 10, halaman 59) 
a. Praktikan memeriksa terlebih dahulu kelengkapan berkas kecamatan 
dan kelurahan yang diberikan oleh bendahara kecamatan dan kelurahan, 
sebagai berikut:  
1) Berita Acara Rekonsiliasi Kas & Belanja; 
2) Berita Acara Rekonsiliasi Laporan Keuangan; 
3) Data Realisasi Belanja s.d Juni 2019 (e-BKU); 
4) Rekening Koran per 30 Juni 2019; 
5) Laporan Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran (e-BKU); 
6) Lembar Terakhir BKU (e-BKU); 
7) Berita Acara Pemeriksaan Kas (e-BKU); 
8) Rekap Pajak (e-BKU); 
9) Form Setoran SP2D LS (e-BKU); 
10) Form Setoran SP2D UP/GU/TU; 
11) Form Hutang Pajak dan TALI; 
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12) Form Rekap Utang Pihak ke-3 dan Pegawai; 
13) Form CSR dan Hibah; 
14) Form Belanja Dibayar Dimuka atas BBM; 
15) Form Persediaan. 
b. Setelah berkas diperiksa kelengkapannya dan sudah lengkap berkasnya, 
kemudian dilanjutkan dengan menyocokkan data per data nya; 
c. Pertama dengan memeriksa kesesuaian Saldo Bank pada Berita Acara 
Pemeriksaan Kas (Manual) dengan Berita Acara Konfirmasi Saldo Kas 
dan Realisasi Belanja (Sistem);  
d. Kemudian memeriksa kesesuaian nilai Saldo Kas pada Laporan 
Realisasi Belanja (saldo tutup buku) dengan Berita Acara Konfirmasi 
Saldo Kas dan Realisasi Belanja (saldo setelah koreksi);  
e. Lalu mengecek kesesuaian Saldo per 30 Juni 2019 pada Register 
Penutupan Kas Pengeluaran (manual) dengan Rekening Koran (Bank 
DKI);  
f. Dilanjutkan dengan mengecek kesesuaian Saldo LS, UP/GU pada 
Laporan Saldo Kas Bendahara Pengeluaran dengan angka pada Berita 
Acara;  
g. Kemudian mengecek kesesuaian Saldo Kas pada Buku Kas Umum 
(BKU) dengan Berita Acara;  
h. Diakhiri dengan mengecek kesesuaian jumlah penerimaan dan 
penyetoran pajak dari Bulan Januari sampai dengan Juni pada Laporan 
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Saldo Kas Bendahara Pengeluaran dengan Daftar Realisasi Penerimaan 
dan Penyetoran Pajak;  
Setelah rekonsiliasi selesai, berkas-berkas tersebut digunakan 
sebagai dasar pembuatan Laporan Keuangan Semester I oleh Staf Bagian 
Keuangan Sub Bagian Tata Usaha Keuangan. 
C. Kendala Yang Dihadapi 
Tidak sedikit praktikan mengalami kendala selama melaksanakan 
kegiatan PKL, antara lain : 
1. Praktikan belum mengenal SIPKD sebelumnya, sehingga masih 
sangat baru bagi praktikan untuk mengoperasikan sistem tersebut 
secara handal. 
2. Dalam membuat SPP dan SPM, diperlukan berkas-berkas mengenai 
kegiatan bersangkutan yang akan dimasukkan ke SIPKD. Data 
tersebut tidak tersusun secara teratur, sehingga keefisiensian waktu 
praktikan dalam bekerja menjadi terganggu karena praktikan harus 
mencari data dari keseluruhan berkas dan akan memakan waktu lama. 
3. Pada saat pelaksanaan rekonsiliasi, beberapa koordinator Kecamatan 
kurang teliti sehingga dokumen yang dibawa kurang lengkap dan 
menghambat proses rekonsiliasi. 
D. Cara Mengatasi Kendala 
Seiring berjalannya waktu, praktikan dapat memecahkan kendala-
kendala yang dialami praktikan, sebagai berikut : 
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1. Dengan pengerjaan yang berulang-ulang, dengan sendirinya praktikan 
mulai menguasai sistem SIPKD dan dapat mengerjakan pemasukkan 
lebih cepat; 
2. Disela-sela waktu senggang, praktikan memanfaatkan waktu tersebut 
untuk merapikan data-data yang akan dimasukkan ke dalam SIPKD. 
Praktikan mengurutkan data tersebut dengan cara meletakkan berkas 
yang akan digunakan dibagian depan dan berkas yang lain dibagian 
belakang; 
3. Dalam pelaksanaan rekonsiliasi dibutuhkan kerjasama yang baik 
antara pihak Bagian Keuangan Kantor Walikota Jakarta Timur dengan 
pihak koordinator Kecamatan yang bersangkutan sehingga penyaluran 
informasi dapat terlaksana dengan lancar dan dapat mengefisien 
waktu. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 30 
 
BAB IV 
KESIMPULAN 
A. Kesimpulan 
Dapat melakukan kegiatan Praktik Kerja Lapangan (PKL) di Kantor 
Walikota Administrasi Jakarta Timur merupakan sebuah pengalaman yang 
sangat berkesan bagi praktikan. Praktikan dapat mengaplikasikan secara 
langsung mengenai apa yang telah diterima selama perkuliahan. Selain dapat 
menambah pengalaman, tetapi juga dapat meningkatkan rasa tanggung jawab 
atas pekerjaan yang diberikan dan dipercayakan untuk dikerjakan oleh 
praktikan. 
Berdasarkan pengalaman praktikan menjalankan PKL di Kantor 
Walikota Administrasi Jakarta Timur, dapat ditarik kesimpulan sebagai 
berikut: 
1. Kantor Walikota Administrasi Jakarta Timur Bagian Keuangan Sub 
Bagian Perbendaharaan menggunakan Sistem Informasi Pengelolaan 
Keuangan Daerah (SIPKD) untuk menunjang proses kerja yang lebih 
akurat, efisien, dan transparan. 
2. Alur SPP – LS (BL): Membuat kontrak terlebih dahulu, kemudian 
dilanjutkan dengan membuat Berita Acara Serah Terima (BAST), lalu  
memasukkan data SPP – LS (BL) dan disimpan pada folder yang 
sudah dibuat berdasarkan kategori kegiatan di bulan tersebut. 
31 
 
 
 
3. Data SPM dimasukkan berdasarkan SPP yang telah dibuat, pilih data 
SPP yang bersangkutan,  kemudian data SPM disimpan pada folder 
yang sudah dibuat berdasarkan kategori kegiatan di bulan tersebut. 
4. Rekonsiliasi merupakan perincian atas perbedaan antara catatan 
transaksi yang tercatat pada sistem dengan catatan yang dimiliki oleh 
Unit Kerja Perangkat Daerah (UKPD) atau Satuan Kerja Perangkat 
Daerah (SKPD). 
B. Saran 
Berdasarkan pengalaman yang didapatkan selama melakukan kegiatan 
PKL di Kantor Walikota Administrasi Jakarta Timur, Bagian Keuangan, Sub 
Bagian Perbendaharaan dan Sub Bagian Tata Usaha Keuangan, praktikan 
menyadari masih terdapat kekurangan dalam pelaksanaan kegiatan PKL. 
Berikut saran yang praktikan berikan diharapkan dapat memperbaiki serta 
kedepannya menjadi ukuran untuk meminimalisir kekurangan dalam 
pelaksanaan kegiatan praktik kerja lapangan : 
1. Bagi Praktikan : 
a. Praktikan harus mempersiapkan diri untuk mendukung pelaksanaan 
PKL. 
b. Melakukan riset terlebih dahulu mengenai kegiatan umum 
perusahaan, sehingga kita sudah sedikit mengetahui pekerjaan yang 
sekiranya akan dilakukan. 
c. Bersikap sopan dan bertutur kata baik karena membawa nama 
Universitas Negeri Jakarta. 
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2. Bagi Prodi D3 Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta : 
a. Prodi D3 Akuntansi sebaiknya bekerja sama dengan beberapa 
perusahaan atau instansi sehingga akan mempercepat pencarian 
tempat PKL dan proses pengajuan PKL. 
b. Dibuatkan replika sistem yang digunakan instansi seperti SIPKD atau 
sejenisnya dalam materi perkuliahan secara manual (tertulis) atau 
berbasis sistem yang serupa sehingga pada saat pelaksanaan PKL, 
mahasiswa dapat dengan mudah beradaptasi dengan sistem yang 
digunakan oleh instansi terkait. 
c. Dosen Pembimbing tidak hanya berfungsi sebagai pembimbing 
penulisan laporan tetapi juga sebagai pembimbing dalam pelaksanaan 
PKL sehingga praktikan lebih terarah dalam melaksanakan PKL. 
3. Bagi Kantor Walikota Administrasi Jakarta Timur : 
a. Kantor Walikota Administrasi Jakarta Timur diharapkan dapat 
memberi kesempatan lebih banyak kepada mahasiswa yang 
melaksanakan PKL. 
b. Kantor Walikota Administrasi Jakarta Timur dapat memberikan 
kesempatan lebih banyak bagi mahasiswa PKL dalam membantu 
pelaksanaan pekerjaan. 
c. Kantor Walikota Administrasi Jakarta Timur terus menjalin kerja 
sama dengan Universitas Negeri Jakarta khususnya Prodi D3 
Akuntansi Fakultas Ekonomi Jurusan Akuntansi guna mempermudah 
berlangsungnya kegiatan PKL di masa mendatang.
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LAMPIRAN-LAMPIRAN 
Lampiran 1 : Surat Permohonan PKL 
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Lampiran 2 : Surat Persetujuan Permohonan PKL 
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Lampiran 3 : Penilaian PKL 
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Lampiran 4 : Daftar Hadir PKL 
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Lampiran 5 : Log Harian 
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Lampiran 6 : Tahapan Pembuatan SPP LS (BL) 
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Lampiran 7 : Tahapan Pembuatan SPM LS (BL) 
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Lampiran 8 : Register SPP, SPM, dan SP2D 
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Lampiran 9 : Berkas-Berkas Rekonsiliasi Laporan Keuangan 
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Lampiran 10 : Berkas-Berkas Rekonsiliasi Belanja 
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